
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (l.embaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 
1999 Nomor 54, Tambahan l..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan ?ublik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor l 12, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daer ah-Daerah Kabupaten Dalam 
L.ingkungan Propinsi Jawa Barat (Belita Negara Republik 
lndcnesia Tahun l 950; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, dalam penyelenggaraan pemberiac 
rekornendasi tersebut perlu adanya kere.ntuan yaog 
mengarur teni;..ng Tata cara Penerbitan Rekomendasi lzin 
.Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Bekasi. 

1 

a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin 
Usaha Jasa Konstruksi, uatuk mendukung 
penyelenggaraan pelayanan perizinan satah satunya 
dipersyaratkan adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh 
Dinas Bangunan Kabupaten Bek.asi; 

Menimbang; 

BUPATI BEKASI, 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKSI (lUJK) 

TENTANG 

NOMOR ,,1 TAHON 2015 

PERATURAN BUPATI BERAS! 

BUPATI 5EKASI 

• 



IO Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenw:ig 
Penangadaan Barang/ J asa sebagalmana telah beberapa 
kah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 20!5 tentang Perubahan Keempat Atas Peraruran 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintan, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daera.h 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Badan Nasional Sertilikasi Profesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); - 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyetenggaraan Pe.nbinaan Jasa KonsU'Uksi 
(Lembaran Negara Republi.1< Indonesia Tahun 2000 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara .. apublik Indonesia 
Nomor 3957); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 'fahun 2000 tentang 
Penyeler.ggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 'fambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagrumana tclah diubah dengan .Perati.tran Pcnerint.a.h 
Nomor 59 Tabuo 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Repu!:>lik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20t• :,,:-,:a.'l& 
Pernerintahan Daerah (Lembaran ' Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5587); 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tcntang 
U saha dan Pe ran Masyarakat Jasa Kcnstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 'T'atu.tn 201C tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 'fahan 
2000 Tentang Usaha Dan Peran Mas.i,=I<at Jasa 
Kcnstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~09?.j dan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 

• 



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 

6. Badan adalah Badan Penanaman Modal clan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPPT Kabupaten Bekasi; 

7. Kepala Badan adalah Kepata Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPPT; 

3. Supau adalah Bupati Bekasi; 

4. Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati danPerangl<at t'· ·cah sebagai unsur 
penyetenggara pemerintahan daerah; 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan: 

Pasal I 
1 

BAB I 
1.tETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA 
PENERBITA?f REKOMENDASI IZill USAllA JASA 
KONSTRUKSI (IUJK). 

Menetapkan 

MEMlJTUSKAN: 

IS. Peraturan Dae rah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tabun 
2014 tentang lzin Usaha Jasa Konstr\lksi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 11}. 

l3. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Noruor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten ~kasi 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nor.aor 6); 

14. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 201-1 
tentang Pembentukan Organisasi "era._-.gka: Daerah 
Kaoupaten Bekasi (Lernbaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2014 Nornor8); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ 
PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian 
lzin Usaha Jasa KonstrUl<si Nasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1951; 

11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 rentang 
Pelaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Pcraturan 
Perundang-undangan: 



a. Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifilcasi 
dan kualifikasi ataekompetensi dan kemampuan usaha di oidang jasa 
konstruksi yang berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha; 
a tau 

b. Proses penilaian kornpetensi dan kemarnpuan profesi keterarnpilan 
kerja dan keahlian kerja seseorang 1i bidang jasa konstruksi menurut 

18. Sertifikasi adalah: 

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 
penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut 
tingkat/kedalarnan kornpetensi dan kemampuan usaha, atau 
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan 
dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan 
kemampuan profesi dan keah.ian; 

-masi.o,g-tnasing; 

.. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut b:dang dan sub 
bidang usaha atau penggoloogan profesi keterampilan dan keahlian kerja 
orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan 
dan/atau keterarnpilan iertentu dan/atau kefungsiao dan/au:.u keahlian 

• 

16. 

15 Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi peoyedia jasa, pengguna 
jasa dan masyarakat; 

13. R~komendasi lzin Osana Jasa Kontruksi (IUJK) adalah rekomeadasi yang 
diperlukan bagi peogurusan izin usaha jasa konstruksi untuk dapat 
melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh 
Kepala Dinas: 

14. lz-in Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah lzin yang diperlukan bagi 
perusahaan ja.$8. konstruksi untuk dapat melaksana.kan kcgiatan dibidang 
jasa konstruksi yang duerbltkan oleh Kepala Badan ; · s nama Bupati; 

1 

12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan a.tau sebagian rangkaian 
kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 
mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanL1<al,. elektrikal dan tata 
lingkungan masing-masing beserta kelangkapannya untuk mewujudkan 
suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 

8. Jasa Kon_s:ruksi ad~ah layanan jasa konsultansi r-onc=aan pekerjaan 
komruksi, lay"':an ;asa pelakeanaan pekerjaan konscruksi, dan Jays.nan 
jasa konsultansi pengswasan pekerjaan konstruksi; 

9. Sadan Usaha Jasa Konetruksi yang selo.ajutnya diaingkat BIJJJ< adai.>JJ 
badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiaran usahanya 
bergerak di bidang jasa konstruksi; 

10. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum 
punya pengalaman; 

l l. Domisili adalah tempat pcndirian dan/atau kedudukan/ala.rr.at badan 
usaha yang tctap dalam meiakukan kegiatan usaha jasa konsrruksi; 



(2) Pcrmohonan sebagairnana dimaksud pada ayt<t (I), dilengkapi dengan 
persyaratan sebagai berikut : 

( l) Ontuk memperoleb rekomendasi, pemohon mengajukan permohcnan 
secara tertuhs kepada Dinas: 

Pasal 5 

Baglan Ke,atu 

BABm 
TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDAS! 

Disamping persyaratan administrasi sebngaimana dimaksud padl': Pasai 3 
pemohon terlebih dahulu wajib mendapatl<an rekomend=si yang diterbitkan 
oleh Dinas. 

Pasal 4 

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. harus 
memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-und.angan 
yang berla.ku. 

Pasa.l 3 

Setiap Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi 
wajib memiliki izin usahajasa konetruksi dari Kcpala Sadan. 

Pasal 2 

BABil 
SURAT IZIN USAJIA JASA KONSTRUKSI 

20. Lembaga adalah Lernbaga Pengembangan Jasa Konscruksi. 

a. Tanda bukti pengakaan penecapan klasifikasi dan kualiffic:asi acas 
kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konsn-uksi balk 
yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau 

b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi 
keterampilan keria dan keahlian kerja orang perseorangan di bic!ang 
jasa konstruksi menurut disiplio keilmuan dan/acau kecerampililn 
tertentu dan/atau kefungsiao dan/atau keahlian • .:-rtentu. 

1 9. Sertifikat adalah: 

ci,s;;,hr: i<t'il.ouan dan atau keterampilan tertenra dan ata" kef.,ngs,an 
dan azau keahhan tertentu. 



( I) Dmas menerima permobonan sebagaimana dimaksud pada Pasal S, 
untuk diadakan penelitian dan pemeriksaan kelengka.pan C:okumen 
administrasi dan apabila dipandang pertu diadakan peninjauan lokasi; 

Pasal.6 

Ba&,la.n Kedua 
P~nelttiar. Berk.a.a dan Peninjau.a.n. Lok:.si 

Surat Pennohonan; 
Mengisi dan menandatangani Formulir; 
lzin Usaha Jasa Konstruksi Asli; 
Fotocopy Akte Pendirian Sadan Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 
Data Perusahaan Sadan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company 
Profilel: 
Fotocopy Sertifikat Sadan Usaha (SBUJ yang telah diperbaharui dar:i 
Lembaga yang diakui o!eh Pemerintah; 
Fotocopy Sertiftl<at Keahlian {SKA) dan atau Sertifika, Keterampitan 
(SKT) dari penanggung jawab Telurik Badan Usaha yang tel.ah 
diregist.rasi oleh ternbaga yang diakui oleb Pemerintah; 
Fotoccpy Kartu Penanggung Jawab Tehnik Sadan Usaha (PJT-SU) 
yang dilengkap, Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga 
ahli/terampil dengan penenggung jewab utama Sadan Usaha; 

9. Fotocopy SlUP dan TDP; 
10. Fotocopy NPWP; 
11. Fotocopy KTP Direktur, 
12. Fotocopy Domisili Perusahaan: 
13. Surat Pernyataan Kebenaran IJokumen bermeterai cukup. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

11 
8. 

b. Unruk rekomendasi perpaniengan IUJK persyarataanya : 

a Untuk rekomendasl permohonan [(JJK baru pcrsyaratan:,ya : 

l , Surat Permohonan; "' 
2. Mengisi dan menandatangani Formulir; 
3. Fotocopy Akte Pendirian Sadan Usaba Jasa Konstruksi Nasional; 
4. Data Perusahaan Sadan Usaha .Jasa Konsuuksi Nasioru:u (Compacy 

Profile); 
5. Fotocopy Senifikat Badan Usaha (SBUJ yang telah diperbaharui dari 

1..emhaga yang diakui oleh Pemerintah; 
6. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau &r.i.fikat Keterampilan 

(SKT) dari penanggung jawab Tehnik Sadan Usaha yang te!ah 
direglstrasi oleh Lembaga yang diakui oleh !'emerim:ah; 

7, Fotocopy Kartu Penanggung -Jawab Tehnik Sadan Usaha (PJT-BU) 
yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga 
ahli/terampil dengan penanggungjawab utama Sadan Usaba; 

8. Fotocopy SIUP dan TDP; 
9. Potocopy NPWP: 
10. Fotocopy KTP Oirektur; 
l l. Fotocopy Domisili Perusahaan; 
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai cukup. 



I. Surat Permohonan: 
2. Fotocopy ljazah yang bersangkutan; 
3. Fotocopy Sertillkat Keahlian; 
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 
5. Pas Photo Ukuran 2 x 3 ~ 2 lembar: 
6. Fotocopy Kartu NPWP Pnbadi: 
7. Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap pada ?erusahaan; 
8. Daftar Riwayat Pekerjaan. 

(!) Untuk mernperoleh kartu penanggung jawab Tehnik. pemobon 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas; 

(21 Permohonar. sebagaimaaa dimaksud pada ayat, (1), dikngkapi dengan 
per eyaraterr sebagai berikur : 

Pasal 9 
l 

Ba,gian Ke.acatu 

BAB IV 
TATA CARA MEMPEROLEH KARTU P.ElfANGGUNG JAWAB TEHNIK 

Format Surat Pennohonan Rekomendasl tJ.saha Jasa .Konsuuksi. da.n 
Rekomenda.si lzin Usaha Jasa Koustruksi sebagaimana tercantum dala:n 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Bagian Keempat 
Bentuk Format Surat Permohonan clan Rekomendasi 1 

Jangka waktu penyelesaian rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja sejak diterimanya permohonan persyaratan secara Jengkap dan benar. 

Pasal 7 

Ba&lan Ketiga 
Jangka Waktu Penyelesaian Rekomendaai 

(21 Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen adminstrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas menyampaiken kembaJi 
kepada pemohon unruk dilengkapi; 

(3) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( tJ, hM;lnya 
dituangkan dalam bentuk laporan sebagai bahan pertimbangan 
Rekomendasi. 



G HASANAB YASIN P!iiii 
' HJ. 

BUPATl BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pad.a tanggal :? ~O;IL!, 2015 

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcr.gundangan Peraturan 
.Eillj)ati inl dengan periempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

< 
Pasal 13 

BA.BY 
KETENTUAN PElf'UTUP 

Bentuk dan Format Ka:rru Penanggung Jawab Tehnik sebagaimana tcrcantum 
daiam lampiran peraturan ini. 

Pasal 12 

Jangka waktu penyelesaian Kartu Pcnanggung Jawab Tehnik paling !ambat l 4 
(empat betas) hari kerja sejak diterimanya permohonan persyaratan secara 
lengkap dan benar. 

{ 
Pasal 11 

Bagian Ketiga 
J,u,gka Wak.tu Peuyelesaiau Kartu Penangg,mg Jawab Tchnlk 

(2) Apabila terdapat kekurangao kelengkapan Pcrsyaratan adminstrasi 
sebagaJmana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan kembali 
kepada pemohon untuk dilengkapi; 

(I) Dinas menerima permo.'1onan sebagalmana rerscbut pada Pasal 9, unt-uk 
diadakan penelitian dan pemeriksaan kelcngkapan persyaratan 
adrninistrasi; 

Bagian Ked .1a 
Penelltlan Berm 

• 

Pasal 10 


